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Abstract: Outsourced workers are people who carry out tasks assigned by the hiring 

company to the company that receives the labor, they receive compensation in the form of 

salary according to the agreement that has been made. Government Regulation No. 35 of 

2021 serves as an important foundation to protect workers' rights, especially with regard to 

work agreements for a certain period of time, outsourcing, working hours, rest periods, and 

termination of employment. This research uses a qualitative research method, which aims to 

explore an in-depth understanding of the responsibilities of partners in the outsourcing 

company's employment contract as well as the legal implications related to workers' overtime 

hours. According to PP 35/2021, outsourced employees' wages must meet the minimum 

requirements set by the government, including overtime pay. Overtime working hours are 

calculated based on working hours that exceed the usual working hours, which are generally 

40 hours per week. Employees are entitled to overtime pay, which is usually calculated at a 

certain rate. Thus, the company's arrangement provides a firm and comprehensive regulatory 

foundation for workers.  
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Abstrak: Pekerja Alih Daya adalah orang yang menjalankan tugas yang ditugaskan oleh 

perusahaan yang mempekerjakan kepada perusahaan yang menerima tenaga kerja, mereka 

menerima kompensasi berupa gaji sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 berfungsi sebagai landasan penting untuk melindungi hak-

hak pekerja, terutama yang berkaitan dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, 

tenaga alih daya, jam kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman 

mendalam mengenai tanggung jawab mitra dalam kontrak kerja perusahaan Alih Daya serta 

implikasi hukum yang terkait dengan jam lembur pekerja. Menurut PP 35/2021, upah 

karyawan alih daya harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, 

termasuk upah lembur. Jam kerja lembur dihitung berdasarkan jam kerja yang melebihi jam 

kerja biasanya, yang umumnya adalah 40 jam per minggu. Karyawan berhak mendapatkan 
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upah lembur yang biasanya dihitung dengan ketentuan tarif tertentu. Sehingga pengaturan 

perusahaan tersebut menyediakan landasan regulasi yang tegas serta menyeluruh untuk 

pekerja. 

 

Kata Kunci: hukum ketenagakerjaan, alih daya, lembur 

 

 

PENDAHULUAN 

Setelah diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang merubah beberapa aturan 

yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, penting 

bagi perusahaan dan pekerja/buruh untuk memperhatikan peraturan terbaru mengenai 

pengalihan sebagian tugas kepada pihak ketiga. Dimana PP 35/2021 disahkan pada Februari 

2021. Dalam peraturan ini, istilah Outsourcing diubah menjadi Alih Daya(Nugroho, 2021). 

Setelah diterapkannya peraturan tersebut, terjadi perubahan signifikan dalam UU 

Ketenagakerjaan. Pasal 64 dan 65 dihapus, sementara Pasal 66 direvisi untuk mengatur 

interaksi kerja antara perusahaan penyedia jasa dan pekerja UU tersebut juga menghilangkan 

klasifikasi Alih Daya sebagai jenis pemborongan pekerjaan dan menghapus ketentuan 

mengenai syarat serta batasan untuk tugas pendukung yang dapat diserahkan kepada 

perusahaan lain(Hakiki, 2022). 

Pengusaha lebih memilih pekerja Alih Daya karena kontrak kerja sementara yang lebih 

efektif dan efisien. Perusahaan Alih Daya telah mengatur ketentuan-ketentuan seperti upah, 

kesejahteraan, dan hari istirahat, sehingga pengusaha lebih memilih sistem kontrak kerja 

PKWT(Amri & Legsa, 2021). Pelanggaran terkait ketenagakerjaan, khususnya mengenai 

aturan jam kerja yang belum dengan peraturan yang berlaku, sering kali terjadi di perusahaan 

yang beroperasi di sektor industri yang berupaya mencapai tujuan produksi(Ramaputra et al., 

2020). Perdebatan mengenai pekerja Outsourcing atau Alih Daya masih berlangsung hingga 

kini. Tenaga outsourcing merupakan solusi efisien untuk memperoleh tenaga kerja yang lebih 

fleksibel. Namun, di sisi lain, posisi pekerja tersebut menjadi tidak stabil, karena mereka 

biasanya bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(Ftriyaningrum, 2019). Pelaksanaan 

hak atas upah lembur bagi pekerja, sesuai dengan peraturan tersebut dalam Pasal 31 ayat (1), 

mewajibkan Perusahaan yang mempekerjakan karyawan melebihi jam kerja yang ditetapkan 

dalam Pasal 21 ayat (2) diwajibkan untuk memberikan pembayaran upah lembur. Aturan ini 

menetapkan bahwa untuk jam lembur pertama, upah yang dibayarkan Upah untuk lembur 

adalah 1,5 kali dari upah per jam, sedangkan untuk setiap jam lembur tambahan, upah yang 

diberikan menjadi dua kali lipat dari upah per jam. 

Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, 

Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Ketentuan 

mengenai alih daya terdapat dalam Pasal 18, 19, dan 20. Pasal 18 menjelaskan bahwa 

perusahaan Outsourcing dapat merekrut tenaga kerja melalui dua jenis perjanjian, yaitu 

PKWT & PKWTT. Ini berbeda dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang hanya 

memperbolehkan perekrutan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(Gunandi & 

Sulistiyantoro, 2023). 

Selain itu, adanya pelanggaran yang merugikan pekerja, seperti pengurangan waktu 

kerja tanpa alasan yang jelas, juga menjadi tantangan dalam pemenuhan hak ini. Pekerjaan 

lembur dapat dilakukan selama jam kerja, pada hari libur. Perusahaan wajib membayar hak 

diluar ketentuan jam kerja, karena hal ini merupakan hak pekerja(Rajani Maha & Harahap, 

2023). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, 

pengusaha, dan serikat pekerja untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan 

hak-hak pekerja. Edukasi mengenai regulasi yang ada dan penegakan hukum yang tegas 
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terhadap pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan pekerja dapat meningkat, 

yang pada akhirnya akan berdampak positif pada produktivitas dan inovasi di dunia kerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan hukum ketenagakerjaan di 

Indonesia, analisis tanggung jawab mitra dalam kontrak kerja perusahaan Alih Daya menjadi 

sangat penting, terutama terkait dengan implikasi hukum terhadap jam lembur pekerja. 

Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan akan tercipta keadilan dan kepastian hukum 

bagi pekerja alih daya, serta mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam 

menjalankan kontrak kerja. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam 

mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan tanggung jawab mitra dalam konteks ini. 

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas: Tanggung jawab mitra dalam 

perhitungan jam dan upah lembur karyawan perusahaan alih daya? ini bukan hanya 

merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun 

lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang 

regulasi yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021, diharapkan semua pihak dapat 

berkolaborasi untuk menjamin pemenuhan hak-hak pekerja, sehingga dapat hubungan 

harmonis, serta mendukung perkembangan industri yang lebih beretika di Indonesia. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis dokumen 

hukum, seperti kontrak kerja dan peraturan pemerintah yang relevan, untuk memahami 

bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Dengan mengumpulkan data dari 

berbagai sumber, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif 

mengenai dinamika hubungan kerja dalam konteks alih daya, serta rekomendasi untuk 

meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja dan kepatuhan terhadap regulasi yang 

berlaku(Donni Lukman Dibyana, 2024). 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan 

yang lebih baik dalam pengaturan Alih Daya di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran 

akan pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja dalam industri yang semakin kompetitif ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertanggungjawaban Mitra Dalam Kontrak Kerja Alih Daya terhadap peraturan jam 

& upah lembur, berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan 

Kerja  

Aturan mengenai perusahaan penyedia tenaga kerja dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 memberikan landasan hukum 

yang tegas untuk melindungi pekerja serta mengatur hubungan kerja. Pekerja alih daya 

adalah mereka yang dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 

yang merupakan kesepakatan antara pemilik usaha dan pekerja untuk menjalin hubungan 

kerja dalam periode tertentu atau untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dengan adanya 

pengaturan ini, diharapkan hak-hak pekerja dapat terlindungi dan hubungan kerja dapat 

berjalan dengan baik(Permatasari & Phahlevy, 2023).  

Strategi pemanfaatan tenaga kerja kontrak dapat diterapkan terutama ketika jumlah 

tenaga kerja yang tersedia melebihi permintaan, hal nya di Indonesia saat ini dengan tingkat 

pengangguran yang tinggi(Dahlia Eka Widiasti, 2023). Peraturan ini berfungsi sebagai 

landasan penting untuk melindungi hak-hak pekerja. Dalam Pasal 26 ayat (1), diatur bahwa 

peraturan maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Hal ini sama dengan UU 6/2023, 

yang menetapkan PP Pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja, di mana Pasal 78 ayat (1) 

poin b juga menyatakan bahwa lembur tidak melebihi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam 1 

minggu. 
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Dalam (Mukhlis, 2021) Diungkapkan data mengenai pelanggaran norma 

ketenagakerjaan menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang 

belum dipenuhi, seperti Upah Minimum Kota (UMK), Tunjangan Hari Raya (THR), dan 

upah lembur. Untuk memastikan penegakan hak dan pelaksanaan tanggung jawab, serta 

mencegah niat buruk, diperlukan sanksi atau hukuman yang tegas. Selain itu, adanya aturan 

hukum yang jelas sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja dan menimbulkan efek 

jera bagi para pelanggar(Nauli Pakpahan et al., 2023). 

Mahkamah Konstitusi RI menguji UU Cipta Kerja terkait perjanjian kerja dan alih 

daya. PKWT harus tertulis untuk melindungi buruh, dengan tujuan memberikan kepastian 

hukum. Pengakhiran PKWT sebelum waktunya diatur dengan ganti rugi. Pemerintah 

menyatakan bahwa pengaturan ini meningkatkan perlindungan buruh dan memperluas 

kesempatan kerja(MKRI, 2024b). Pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, 

Pasal 81 angka 15 Pasal 59 UU 6/2023 menghapus atas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 

59 ayat (4) dan (6) UU 13/2003. Para Pemohon berpendapat bahwa penghapusan ketentuan 

tersebut berpotensi memungkinkan pekerja/buruh untuk dalam kontrak untuk periode yang 

panjang, bahkan seumur hidup. Pada dasarnya, pengaturan tersebut terdapat dalam UU 

6/2023 dikhususkan untuk jenis pekerjaan tertentu jelas memang memerlukan waktu tertentu 

untuk diselesaikan. Selain itu, Pasal 81 angka 15 Pasal 59 ayat (3) UU 6/2023 menyatakan 

bahwa regulasi yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1) dan (2) akan secara otomatis 

berganti. 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui sebagian permohonan uji materiil dalam 

Perkara tersebut. MK berpendapat bahwa jangka waktu PKWT harus ditentukan dengan jelas 

dan diatur dalam undang-undang, berbeda dengan ketentuan dalam UU 6/2023 yang 

mengandalkan kesepakatan dalam perjanjian kerja. Kekhawatiran muncul karena 

perlindungan hukum bagi pekerja tidak terjamin. MK mengingatkan bahwa PKWT tidak 

boleh lebih dari 3 tahun, termasuk perpanjangan, untuk melindungi hak pekerja. Oleh karena 

itu, MK menyatakan bahwa norma dalam UU 6/2023 perlu diperjelas demi kepastian hukum. 

Dan khususnya terkait pekerja alih daya. Para Pemohon menyoroti kurangnya kejelasan 

hukum mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. MK menekankan pentingnya 

adanya ketentuan yang mengharuskan menteri untuk menetapkan aturan pekerjaan yang 

dapat dialihdayakan. Hal ini bertujuan memberikan dasar proteksi hukum kepada pekerja 

terkait status dan hak-hak dasar mereka, dan mencegah konflik antara perusahaan dan 

pekerja. Dengan adanya batasan yang jelas, diharapkan praktik alih daya menjadi lebih 

teratur dan transparan(MKRI, 2024a). 

Pengaturan hak-hak pekerja memiliki peranan yang krusial dalam kehidupan industri di 

Indonesia. Hal ini diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yang merupakan 

implementasi dari Pancasila sebagai filosofi bangsa dan UUD 1945 sebagai dasar hukum 

konstitusi Indonesia(Anatami, 2016). 

PKWT dan PKWTT memiliki korelasi penting dengan pekerja alih daya dalam 

kerjasama dengan perusahaan mitra. PKWT, yang diatur dalam UU Cipta Kerja, 

memungkinkan perusahaan untuk mempekerjakan pekerja alih daya untuk proyek tertentu 

dengan jangka waktu yang jelas, namun berisiko menimbulkan eksploitasi jika perpanjangan 

tidak dibatasi. Sebaliknya, PKWTT memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja, 

termasuk hak-hak yang lebih kuat terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur batasan dan ketentuan mengenai tenaga alih 

daya, sehingga memastikan bahwa pekerja memperoleh perlindungan yang memadai dalam 

hubungan kerja tersebut(Pujianti, 2024). 

UU 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan, terutama Pasal 78 dan Pasal 79, mengatur 

mengenai waktu kerja lembur dan hak pekerja untuk mendapatkan hak atas pekerjaan sesuai 

dengan ketentuan tersebut. Sementara itu, Pasal 79 mengatur tentang sanksi bagi pengusaha 
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yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran upah, termasuk upah lembur. Dalam hal ini, 

jika perusahaan alih daya atau mitra alih daya tidak membayar upah lembur sesuai ketentuan, 

mereka dapat dikenakan sanksi administratif atau tuntutan hukum oleh karyawan yang 

merasa dirugikan. Maka perlu hal tentang dasar dari kepastian hukum.  Perlindungan hukum 

dapat diartikan sebagai usaha untuk melindungi melalui mekanisme peraturan serta regulasi  

yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan 

tertentu. Upaya ini dilakukan sesuai cara mengubah tujuan yang perlu dilindungi menjadi 

hak-hak hukum(Royen, 2009). 

Karyawan yang merasa dirugikan oleh pelanggaran ini memiliki hak untuk mengajukan 

keluhan kepada instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja, atau mengajukan gugatan ke 

pengadilan. Pasal 151 yang menyebutkan bahwa pekerja berhak untuk mengajukan 

pengaduan atas pelanggaran hak-hak mereka. Selain itu, perusahaan yang tidak mematuhi 

ketentuan ini dapat menghadapi denda atau sanksi lainnya, berdasarkan Pasal 185. Penting 

bagi perusahaan untuk memiliki sistem pengawasan dan pencatatan yang baik untuk 

memastikan bahwa semua jam kerja, termasuk lembur, dicatat dan dibayar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, guna melindungi hak karyawan dan menjaga reputasi serta 

keberlanjutan bisnis perusahaan. 

Dalam konteks kontrak kerja alih daya, perusahaan mitra alih daya memiliki kewajiban 

untuk memastikan bahwa karyawan yang dipekerjakan mendapatkan hak-hak mereka, 

termasuk pembayaran upah lembur. Jika terjadi pelanggaran, seperti tidak dibayarkannya jam 

lembur, perusahaan mitra dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan peraturan di atas, yang menegaskan bahwa perusahaan harus mematuhi semua 

ketentuan yang berlaku terkait perlindungan hak-hak pekerja. Jika perusahaan mitra gagal 

memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenakan sanksi administratif atau tuntutan hukum 

oleh karyawan yang dirugikan.  

Karyawan perusahaan alih daya yang bekerja di perusahaan mitra alih daya memiliki 

hak atas upah dan jam kerja lembur yang diatur dalam peraturan tersebut, upah karyawan 

outsourching harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, 

termasuk upah lembur. Jam kerja lembur dihitung berdasarkan jam kerja yang melebihi jam 

kerja normal, yang umumnya adalah 40 jam per minggu. Karyawan berhak mendapatkan 

upah lembur yang biasanya dihitung dengan tarif 1,5 kali upah per jam untuk jam lembur 

pertama dan 2 kali lipat untuk waktu kerja seterusnya. Oleh karena itu, penting bagi 

perusahaan untuk mencatat jam kerja karyawan secara akurat agar perhitungan upah lembur 

dapat dilakukan dengan benar. Berdasarkan Pasal 31, Cara menghitung upah lembur bagi 

karyawan Alih Daya (Aldiansah Pratama, 2022):  

1) Hitung upah lembur per jam pertama dengan rumus: 1,5 ? 1/173 x upah sebulan. 

2) Hitung upah lembur jam kedua dan seterusnya dengan rumus: 2 ? 1/173 x upah 

sebulan. 

3) Hitung upah lembur pada jam ke-8 dengan rumus: 3 ? 1/173 x upah sebulan. 

4) Hitung total upah lembur dengan cara mengalikan upah lembur per jam dengan 

jumlah jam lembur yang dilakukan. 

5) Berikan tambahan upah lembur pada karyawan alih daya sesuai dengan peraturan 

tersebut. 

 

Pada Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan Firdaus Hakiki, 2022) Dalam 

wawancara yang dilakukan dengan bapak Ahmad Rizaldi pada Agustus 2022 yang menjadi 

karyawan Alih Daya di PT Siprama Cakrawala. Ahmad Rizaldy merupakan Karyawan yang 

ditempatkan pada Perusahaan Mitra PT. Buka Mitra Indonesia, Sebagai Salesman di 

Tangerang, ia juga telah menjelaskan bahwa hari kerja karyawan sudah sesuai dengan yang 
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tercantum dalam kontrak kerja, dan mereka akan menerima bonus lembur dari 

perusahaan(Hakiki, 2022). 

Dalam kontrak perjanjian jarang sekali ditemukan pasal yang mengatur jam lembur dan 

upah lembur. Hal ini serupa dengan Data Penelitian (Zulfandi Irdiansyah, 2024) seuai dengan 

data lampiran penelitian terserbut dijelaskan PT. Majapahit Solusi Bersama sebagai 

Perusahaan Alih Daya dengan Kayawan Alih Daya dan Perusahaan  Mitra, tidak ada 

keterangan yang menjelaskan peraturan jam lembur dan upah lembur. Sehingga menuai 

spekulasi terhadap transparansi perhitungan jam serta upah lembur(Zulfandi Irdiansyah, 

2024). Hal ini juga relevan dalam konteks pengaturan waktu lembur, di mana upah lembur 

harus disesuaikan secara proporsional dengan beban kerja dan waktu tambahan yang 

diberikan oleh karyawan. Dengan demikian, penerapan prinsip ini dapat memastikan keadilan 

dalam kompensasi bagi pekerja yang melakukan lembur(SIP Law Firm, 2024). 

 

Relevansi dan Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Pekerja 

Pekerja Alih Daya adalah individu yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh 

perusahaan yang mempekerjakan kepada perusahaan yang menerima tenaga kerja. Dan 

menerima gaji sesuai kesepakatan. Mereka mendapatkan kompensasi untuk pekerjaan yang 

dialokasikan berdasarkan hubungan kerja yang ada(Izziyana, 2018).  

Kontrak menciptakan suatu tindakan yang mengikat semua pihak yang terlibat. Hukum 

kontrak berfungsi sebagai sekumpulan aturan hukum yang mengatur pelaksanaan perjanjian 

atau kesepakatan tersebut(Lie et al., 2023). Oleh karena itu, para pihak harus memastikan 

bahwa tujuan perjanjian tidak melanggar hukum, norma moral, atau ketertiban umum. Jika 

tidak, perjanjian dapat dianggap batal demi hukum dan tidak mengikat(Cahyono, 2023).  

Relevansi dari tindakan hukum ini tidak hanya mempengaruhi individu pekerja, tetapi 

juga berdampak pada perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menegakkan 

hak-hak pekerja, perusahaan dapat menciptakan suasana kerja yang lebih produktif dan 

harmonis, sementara masyarakat dapat merasakan stabilitas sosial yang lebih baik. Oleh 

karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk memahami dan menghargai hak-hak 

pekerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran. 

Berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan perusahaan dapat lebih bertanggung jawab 

dalam memenuhi hak-hak para pekerja, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada 

terciptanya lingkungan kerja yang lebih baik dan stabilitas sosial yang lebih tinggi. Pasal 1 

ayat (7) dan (8) mengatur perhitungan waktu dan upah lembur, di mana waktu lembur 

ditetapkan sebagai waktu yang melebihi 7 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk enam 

hari kerja, serta 8 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk lima hari kerja. 

Ketentuan mengenai waktu dan upah lembur sangat krusial guna memastikan pekerja 

mendapatkan imbalan yang adil. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan 

kerugian finansial dan ketidakadilan. Pekerja perlu menyadari hak-hak mereka, sementara 

pengusaha harus mematuhi peraturan. Dalam konteks tenaga alih daya, perusahaan pengguna 

bertanggung jawab untuk mendapatkan hak-hak yang sesuai, dan dapat dimintai 

pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran. Meskipun pekerja alih daya mengikuti 

peraturan perusahaan, secara hukum belum bisa dikatakan terdapat aturan yang sah antara 

mereka dan perusahaan pengguna(Wahyuni, 2012). 

Tindakan hukum dapat diambil jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja 

terkait waktu dan upah lembur. Bagi pekerja yang mengalami pelanggaran terkait upah 

lembur, langkah awal yang dapat diambil adalah melaporkan masalah tersebut ke Dinas 

Ketenagakerjaan. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengawasi penerapan peraturan 

ketenagakerjaan dan memastikan hak pekerja atas upah lembur terpenuhi. Pekerja juga bisa 

meminta bantuan serikat pekerja, jika tersedia, untuk mendapatkan dukungan dalam 
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menyelesaikan masalah ini. Apabila mediasi awal dengan perusahaan tidak berhasil, pekerja 

berhak untuk membawa masalah tersebut ke proses penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial(Sari, 2024). Undang-undang ini menyediakan mekanisme formal untuk menuntut 

hak, termasuk mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dinas Ketenagakerjaan akan berperan 

sebagai mediator. Pekerja dapat membawa kasus mereka ke Pengadilan Hubungan Industrial 

jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, yang berwenang menangani perselisihan terkait upah 

lembur. Proses pengadilan seringkali memakan waktu dan biaya, sehingga penyelesaian 

damai melalui mediasi lebih dianjurkan. Perusahaan alih daya harus mematuhi ketentuan ini, 

termasuk memenuhi syarat persetujuan pekerja, batasan waktu lembur, serta kewajiban 

mencatat dan melaporkan jam kerja lembur untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi 

pekerja. 

 

KESIMPULAN 

Pengaturan mengenai perusahaan alih daya, jam kerja, dan upah lembur dalam Undang-

Undang Ketenagakerjaan serta PP No. 35 Tahun 2021 menyediakan landasan hukum yang 

jelas dan komprehensif untuk melindungi hak-hak pekerja. Dengan adanya ketentuan yang 

rinci, baik pekerja maupun perusahaan dapat menjalankan kewajiban dan hak masing-masing 

dengan lebih baik, membangun hubungan kerja yang lebih seimbang dan harmonis.  

Kewajiban perusahaan Alih Daya dalam memenuhi hak pekerja atas upah lembur 

merupakan aspek penting dalam kontrak kerja  Alih Daya. Dengan memahami dasar hukum, 

menerapkan sistem pencatatan yang akurat, menyusun kontrak kerja yang jelas, dan menjaga 

hubungan industrial yang baik, Perusahaan alih daya dapat mengurangi risiko pelanggaran 

dan menciptakan lingkungan kerja yang adil serta berkelanjutan. 
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